Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

a.

1.

NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG

KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 30A/HUK/2012
tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Sosial masih terdapat kekurangan dan belum
menampung pertambahan satuan kerja di lingkungan
Kementerian Sosial, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial
tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);



Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon [ Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;



9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 210);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELAS DAN NILAI

JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999.

Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial adalah Pegawai Negeri dan
Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kelas jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan
beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.



10.

11.

(1)

Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang
pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak
disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang
pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan
dengan angka kredit.

Pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat, dilantik, dan
telah melaksanakan tugas dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan
Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat fungsional tertentu adalah Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial
yang telah diangkat dan ditetapkan dalam jabatan fungsional tertentu dan
tidak sedang dibebaskan baik bersifat sementara atau tetap sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengangkat,
memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai di lingkungan
Kementerian Sosial.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah unit yang
melaksanakan sebagian tugas Kementerian Sosial di bidangnya di wilayah
masing-masing yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada
Menteri Sosial.
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN
Pasal 2

Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. jabatan struktural,;



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

b.jabatan fungsional umum; dan
c. jabatan fungsional tertentu.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kelas jabatan.

Jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di
lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai hasil
validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku
jabatan di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 4

Jabatan untuk masing-masing kelas jabatan bagi pejabat struktural,

pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum didasarkan pada :

a. keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari jabatan
struktural,

b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
tertentu;

c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional tertentu
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

d. keputusan tentang penetapan jabatan dan kelas jabatan pegawai dalam
jabatan fungsional umum yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.

Format keputusan tentang penetapan jabatan dan kelas jabatan pegawai
dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Keputusan penetapan jabatan dan kelas jabatan pegawai dalam jabatan
fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi
Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial ditandatangani oleh Menteri
Sosial.



(2) Kewenangan untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala
Biro Organisasi dan Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Setiap alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum harus
ditetapkan dengan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatannya.

(2) Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
dalam dan antarunit kerja ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Kewenangan untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal dan /atau Kepala
Biro Organisasi dan Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA
Pasal 7

(1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai, termasuk Calon Pegawai Negeri
Sipil yang mempunyai jabatan tertentu.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan kelas jabatan, capaian kinerja, dan kehadiran menurut hari dan
jam kerja.

Pasal 8
Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan

Kementerian Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor

30A/HUK/2012 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan
Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 141



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Desember 2013

TENTANG : TENTANG KELAS DAN NILAI
JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

KELAS DAN NILAI JABATAN STRUKTURAL

KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
1 | Inspektur Jenderal 17 4250
2 | Sekretaris Inspektorat Jenderal 15 3230
3 | Kepala Bagian Program dan Pelaporan 12 2115
4 | Kepala Sub Bagian Program 9 1455
S | Kepala Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
6 | Kepala Bagian Keuangan 12 2115
7 | Kepala Sub Bagian Tata Laksana Keuangan 9 1455
8 | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji 9 1455
9 | Kepala Bagian Analisis, Pemantauan dan TLHP 12 2115
10 | Kepala Sub Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan 9 1455
11 | Kepala Sub Bagian Pemantauan dan TLHP 9 1455
12 | Kepala Bagian Umum 12 2115
13 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9 1455
14 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 9 1455
15 | Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 15 3230
16 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
17 | Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 3230
18 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
19 Inspektur Bidang Perr.lbe?‘dayaan Sosial dan 15 3230
Penanggulangan Kemiskinan

20 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
21 | Inspektur Bidang Penunjang 15 3230
22 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
23 | Sekretaris Jenderal 17 4250
24 | Kepala Biro Perencanaan 15 3230
25 | Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 12 2115
26 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran Teknis 9 1455
27 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran Daerah 9 1455
28 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran Generik 9 1455
29 | Kepala Bagian Analisis Kebijakan 12 2115
30 | Kepala Subbagian Analisis Kebijakan Rehabilitasi Sosial 9 1455
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

Kepala Subbagian Analisis Kebijakan Perlindungan dan
31 . . 9 1455

Jaminan Sosial

Kepala Subbagian Analisis Kebijakan Pemberdayaan Sosial
32 L 9 1455

dan Penanggulangan Kemiskinan
33 | Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri 12 2115
34 | Kepala Subbagian Kerjasama Pemerintah 9 1455
35 | Kepala Subbagian Kerjasama Non Pemerintah 9 1455
36 | Kepala Subbagian Kerjasama Multilateral 9 1455
37 | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 12 2115
38 | Kepala Subbagian Evaluasi 9 1455
39 | Kepala Subbagian Pelaporan 9 1455
40 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
41 | Kepala Biro Umum 15 3230
42 | Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 12 2115
43 | Kepala Subbagian Persuratan 9 1455
44 | Kepala Subbagian Kearsipan 9 1455
45 | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 9 1455
46 | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan 12 2115
47 | Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri 9 1455
48 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekjen 9 1455
49 | Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 9 1455
50 | Kepala Subbagian Tata Usaha Protokol 9 1455
51 | Kepala Bagian Rumah Tangga 12 2115
50 Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pelayanan 9 1455

Kesehatan
53 | Kepala Subbagian Pengamanan 9 1455
54 | Kepala Subbagian Pemeliharaan 9 1455
55 | Kepala Bagian Perlengkapan 12 2115
56 | Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan 9 1455
57 | Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi 9 1455
58 | Kepala Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan 9 1455
59 | Kepala Biro Keuangan 15 3230
60 | Kepala Bagian Tatalaksana Keuangan 12 2115
61 Kepala Subbagian Analisis dan Penyiapan Tatalaksana 9 1455

Keuangan
62 | Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 9 1455
63 | Kepala Subbagian TU Biro 9 1455
64 | Kepala Bagian Perbendaharaan 12 2115
65 | Kepala Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 9 1455




KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
66 | Kepala Subbagian Urusan Perbendaharaan 9 1455
67 glefgla Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti 9 1455
68 | Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi 12 2115
69 | Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Pusat 9 1455
70 | Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Daerah 9 1455
71 | Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan 9 1455
72 | Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian 15 3230
73 | Kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana 12 2115
74 | Kepala Sub Bagian Organisasi 9 1455
75 | Kepala Sub Bagian Tatalaksana 9 1455
76 | Kepala Sub Bagian PEP 9 1455
77 | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian 12 2115
78 | Kepala Sub Bagian Pengangkatan & Pemindahan pegawai 9 1455
79 | Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai 9 1455
80 | Kepala Sub Bagian Data & Dokumentasi 9 1455
81 | Kepala Bagian Pengembangan Pegawai 12 2115
82 | Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai 9 1455
83 | Kepala Sub Bagian Pengembangan Karir Pegawai 9 1455
84 Kepala Sub Bagian D'isiplin, Penilaian Kinerja & 9 1455
Penghargaan Pegawai
85 | Kepala Bagian Perencanaan & Formasi Pegawai 12 2115
86 | Kepala Sub Bagian Formasi & Pengadaan Pegawai 9 1455
87 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
88 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai 9 1455
89 | Kepala Pusat Penyuluhan Sosial 15 3230
90 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
91 | Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1455
92 | Kepala Sub Bagian Umum 9 1455
93 Kepgla Bidang Analisis Kebutuhan dan Materi Penyuluhan 12 2115
Sosial
94 | Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan 9 1455
95 | Kepala Sub Bidang Materi, Media dan Teknologi 9 1455
96 Kepgla Bidang Pelaksanaan dan Kerjasama Penyuluhan 12 2115
Sosial
97 | Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Sosial 9 1455
98 | Kepala Sub Bidang Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
99 | Kepala Biro Humas 15 3230
100 | Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi 12 2115
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
101 | Kepala Subbagian Perpustakaan 9 1455
102 | Kepala Subbagian Pameran dan Dokumentasi 9 1455
103 | Kepala Subbagian TU Biro 9 1455
104 | Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan 12 2115
105 | Kepala Subbagian Pendapat Umum 9 1455
106 | Kepala Subbagian Pemberitaan 9 1455
107 | Kepala Subbagian Publikasi 9 1455
108 | Kepala Bagian Hubungan Antar lembaga 12 2115
109 | Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Eksekutif 9 1455
110 | Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Legislatif 9 1455
111 | Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Masyarakat 9 1455
112 | Kepala Pusat Kajian Hukum 15 3230
113 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
114 | Kepala Subbagian Umum 9 1455
115 | Kepala Subbagian Perencanaan 9 1455
116 | Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum 12 2115
117 | Kepala Subbidang Penyusunan Naskah Hukum I 9 1455
118 | Kepala Subbidang Penyusunan Naskah Hukum II 9 1455
Kepala Bidang Bantuan Hukum, Dokumentasi dan

119 Infgrmasi Hul%um 12 2115
120 | Kepala Subbidang Bantuan Hukum 9 1455
121 | Kepala Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum 9 1455
122 | Sekretaris KORPRI 12 2115
123 | Kepala Bagian Umum, Olah Raga, Seni dan Budaya 9 1455
124 | Kepala Subbagian Umum 8 1295
125 | Kepala Subbagian OR, Seni dan Budaya 8 1295
126 | Kepala Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan 9 1455
127 | Kepala Subbagian Pemberdayaan 8 1295
128 | Kepala SubbagianKesejahteraan 8 1295
129 | Kepala Bagian Pembinaan Mental dan Advokasi 9 1455
130 | Kepala Subbagian Pembinaan Mental 8 1295
131 | Kepala Subbagian Advokasi 8 1295
132 | Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 17 4250
133 | Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 3230
134 | Kepala Bagian Umum 12 2115
135 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
136 | Kepala Subbagian Kepegawaian 9 1455
137 | Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Pergudangan 9 1455
138 | Kepala Bagian Program dan Pelaporan 12 2115
139 | Kepala Subbagian Program 9 1455
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

140 | Kepala Subbagian Pemantauan 9 1455
141 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
142 | Kepala Bagian Keuangan 12 2115
143 | Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji 9 1455
144 | Kepala Subbagian Tatalaksana Keuangan 9 1455
145 | Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 9 1455
146 | Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Humas 12 2115
147 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana 9 1455
148 | Kepala Subbagian Humas 9 1455
149 | Kepala Subbagian Hukum 9 1455
150 | Direktur PPSDBS 15 3230
151 | Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Standardisasi 12 2115
152 | Kepala Seksi Bimbingan 9 1455
153 | Kepala Seksi Standardisasi 9 1455
154 | Kepala Sub Direktorat Perizinan dan Pengumpulan 12 2115
155 | Kepala Seksi Perizinan 9 1455
156 | Kepala Seksi Pengumpulan 9 1455
157 Kepgla Sub Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan 12 2115

Sosial
158 | Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan 9 1455
159 | Kepala Seksi Pengelolaan Barang 9 1455
160 | Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Penyidikan 12 2115
161 | Kepala Seksi Pemantauan 9 1455
162 | Kepala Seksi Penyidikan 9 1455
163 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
164 Direktur Rerliqdungan Sosial Korban Tindak Kekerasan 15 3230

dan Pekerja Migran
165 Kepala Subdit Perlindungan Sosial Korban Tindak 12 2115

Kekerasan
166 | Kepala Seksi Pemulangan dan Reintegrasi 9 1455
167 | Kepala Seksi Pemulihan Sosial 9 1455
168 | Kepala Subdit Perlindungan Sosial Pekerja Migran 12 2115
169 | Kepala Seksi Pemulangan dan Reintegrasi 9 1455
170 | Kepala Seksi Penampungan dan Pemulihan Sosial 9 1455
171 | Kepala Subdit Persiapan dan Standardisasi 12 2115
172 | Kepala Seksi Persiapan 9 1455
173 | Kepala Seksi Standardisasi 9 1455
174 | Kepala Subdit Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan 12 2115
175 | Kepala Seksi Kerjasama 9 1455
176 | Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 9 1455
177 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
178 | Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 15 3230
179 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
180 | Kepala Subdit Ketahanan Sosial Masyarakat 12 2115
181 | Kepala Seksi Keserasian Sosial 9 1455
182 | Kepala Seksi Penguatan Sumberdaya 9 1455
183 | Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat 12 2115
184 | Kepala Seksi Advokasi Sosial 9 1455
185 | Kepala Seksi Bantuan Darurat 9 1455
186 | Kepala Subdirektorat Pemulihan 12 2115
187 | Kepala Seksi Penguatan Sosial 9 1455
188 | Kepala Seksi Reintegrasi 9 1455
189 | Kepala Subdirektorat Kerjasama 12 2115
190 | Kepala Seksi Kerjasama Pemerintah 9 1455
191 | Kepala Seksi Kerjasama Non Pemerintah 9 1455
192 | Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 15 3230
193 | Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi 12 2115
194 | Kepala Seksi Kesiapsiagaan 9 1455
195 | Kepala Seksi Mitigasi 9 1455
196 | Kepala Sub Direktorat Tanggap Darurat 12 2115
197 | Kepala Seksi Bantuan Darurat 9 1455
198 | Kepala Seksi Advokasi Sosial 9 1455
199 | Kepala Sub Direktorat Pemulihan dan Penguatan Sosial 12 2115
200 | Kepala Seksi Pemulihan Sosial 9 1455
201 | Kepala Seksi Penguatan Sosial 9 1455
202 | Kepala Sub Direktorat Kerjasama 12 2115
203 | Kepala Seksi Kerjasama Pemerintah 9 1455
204 | Kepala Seksi Kerjasama Non Pemerintah 9 1455
205 | Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Logistik Bencana 12 2115
206 | Kepala Seksi Analisis Kebutuhan 9 1455
207 | Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan 9 1455
208 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
209 | Direktur Jaminan Sosial 15 3230
210 | Kepala Sub Direktorat Asuransi Kesejahteraan Sosial 12 2115
211 | Kepala Seksi Kelembagaan 9 1455
212 | Kepala Seksi Pengelolaan Premi 9 1455
213 Kepala Sgb Direktorat Bantuan Langsung dan Tunjangan 12 2115
Berkelanjutan

214 | Kepala Seksi Penyaluran 9 1455
215 | Kepala Seksi Pendampingan 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
216 | Kepala Sub Direktorat Seleksi dan Verifikasi 12 2115
217 | Kepala Seksi Seleksi 9 1455
218 | Kepala Seksi Verifikasi 9 1455
219 | Kepala Sub Direktorat Kerjasama 12 2115
220 | Kepala Seksi Kerjasama Pemerintah 9 1455
221 | Kepala Seksi Kerjasama Non Pemerintah 9 1455
222 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
993 Kepgla Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan 17 49250
Sosial
224 | Sekretaris Badiklitkesos 15 3230
225 | Kepala Bagian Program dan Pelaporan 12 2115
226 | Kepala Sub Bagian Program 9 1455
227 | Kepala Sub Bagian Pemantauan 9 1455
228 | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
229 | Kepala Bagian Keuangan 12 2115
230 | Kepala Sub Bagian Tatalaksana Keuangan 9 1455
231 | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Gaji 9 1455
232 | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 9 1455
233 | Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas 12 2115
234 | Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana 9 1455
235 | Kepala Sub Bagian Hukum 9 1455
236 | Kepala Sub Bagian Humas 9 1455
237 | Kepala Bagian Umum 12 2115
238 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9 1455
239 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 9 1455
240 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
241 | Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 15 3230
242 | Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi 12 2115
243 | Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data 12 2115
244 | Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama 12 2115
245 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
246 | Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data 9 1455
247 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data 9 1455
248 | Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama 9 1455
249 | Kepala Sub Bidang Kerjasama 9 1455
250 Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Pekerja Sosial Dan 15 3230
Penyuluh Sosial

251 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
252 | Kepala Bidang Sertifikasi & Akreditasi 12 2115
253 | Kepala Bidang Peningkatan Peksos Pensos 12 2115
254 | Kasubag. Umum 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
255 | Kasubag. Perencana 9 1455
256 | Kasubid. Pekerja Sosial 9 1455
257 | Kasubid. Penyuluh Sosial 9 1455
258 | Kasubid. Sertifikasi 9 1455
259 | Kasubid. Akreditasi 9 1455
260 | Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial 15 3230
261 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
262 | Kasubag Kepegawaian dan Keuangan 9 1455
263 | Kepala Subag Umum 9 1455
264 | Kepala Bidang Program dan Penjamin Mutu 12 2115
265 | Kasubid Perencana dan Program 9 1455
266 | Kasubid Program Penjamin Mutu dan Evalap 9 1455
267 | Kepala Bidang Diklat Aparatur Pemerintah 12 2115
268 | Kasubid Pelaksana Diklat Aparatur 9 1455
269 | Kasubid Kerjasama dan Pengembangan Diklat Aparatur 9 1455
270 | Kepala Bidang Diklat Kesejahteraan Sosial Masyarakat 12 2115
271 | Kasubid Pelaksana Diklat KSM 9 1455
272 | Kasubid Kerjasama dan Pengembangan Diklat KSM 9 1455
973 Kepgla Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan 15 39230
Sosial
274 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
275 | Kepala Sub Bagian Umum 9 1455
276 | Kepala Sub Bagian Perencanaan 9 1455
277 | Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penjamin Mutu 12 2115
278 | Sub Bidang Analisis Kebutuhan 9 1455
279 | Kepala Sub Bidang Penjamin Mutu 9 1455
280 | Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi 12 2115
281 | Kepala Sub Bidang Kerjasama 9 1455
282 | Kepala Sub Bidang Diseminasi 9 1455
283 | Kepala B2P3KS Yogyakarta 15 3230
284 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
285 | Kepala Sub Bagian Umum 9 1455
286 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1455
287 | Kepala Bidang Program dan Advokasi 12 2115
288 | Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program 9 1455
289 | Kepala Seksi Informasi dan Advokasi 9 1455
290 Kepala Bidang Standardisasi dan Sosialisasi Sistem 12 2115
Yankesos

291 | Kepala Seksi Standardisasi Sistem Yankesos 9 1455
292 | Kepala Seksi Sosialisasi Sistem Yankesos 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

293 | Kepala BBPPKS Bandung 15 3230
294 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
295 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
296 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
297 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
298 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
299 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
300 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
301 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
302 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
303 | Kepala BBPPKS Makassar 15 3230
304 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
305 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
306 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
307 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
308 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
309 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
310 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
311 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
312 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
313 | Kepala BBPPKS Yogyakarta 15 3230
314 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
315 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
316 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
317 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
318 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
319 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
320 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
321 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
322 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
323 | Kepala BBPPKS Banjarmasin 15 3230
324 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
325 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
326 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
327 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
328 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
329 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
330 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
331 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
332 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
333 | Kepala BBPPKS Padang 15 3230
334 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
335 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
336 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
337 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
338 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
339 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
340 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
341 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
342 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
343 | Kepala BBPPKS Jayapura 15 3230
344 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
345 | Kepala Sub Bag Umum 9 1455
346 | Kepala Sub Bag Keuangan 9 1455
347 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 2115
348 | Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi 9 1455
349 | Kepala Seksi Penyusunan Program 9 1455
350 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama 12 2115
351 | Kepala Seksi Diklat TKSP 9 1455
352 | Kepala Seksi Diklat TKSM 9 1455
353 | Ketua STKS Bandung 15 3230
354 | Kepala Bagian Administrasi Umum 12 2115
355 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9 1455
356 | Kepala Sub Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga 9 1455
357 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9 1455
358 | Kepala Sub Bagian TU & Humas 9 1455
359 Kepala ngian Administrasi, Akademik dan 12 2115
Kemahasiswaan

360 | Kepala Sub Bagian Administrasi Pendidikan 9 1455
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
361 | Kepala Sub Bagian Administrasi Pengajaran 9 1455
Kepala Sub Bagian Administrasi Praktikum dan
362 Kefnahasiswaargl 9 1455
363 Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan dan 9 1455
Kerjasama
364 Direktur Jenderal Pembgrdayaan Sosial dan 17 49250
Penanggulangan Kemiskinan
365 Sekretaris Ditjen Pember_dayaan Sosial dan 15 3230
Penanggulangan Kemiskinan
366 | Kepala Bagian Umum 12 2115
367 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
368 | Kepala Subbagian Kepegawaian 9 1455
369 | Kepala Subbagian Rumah Tangga 9 1455
370 | Kepala Bagian Program dan Pelaporan 12 2115
371 | Kepala Subbagian Program 9 1455
372 | Kepala Subbagian Pemantauan 9 1455
373 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
374 | Kepala Bagian Keuangan 12 2115
375 | Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji 9 1455
376 | Kepala Subbagian Tatalaksana Keuangan 9 1455
377 | Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 9 1455
378 | Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Humas 12 2115
379 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tatalaksana 9 1455
380 | Kepala Subbagian Humas 9 1455
381 | Kepala Subbagian Hukum 9 1455
382 | Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 15 3230
383 | Kepala Sub Direktorat Asistensi Keluarga dan 12 2115
Pemberdayaan Perempuan
384 | Kepala Seksi Asistensi Keluarga 9 1455
385 | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan 9 1455
386 | Kepala Sub Direktorat Ketahanan Keluarga 12 2115
387 | Kepala Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga 9 1455
388 | Kepala Seksi Konsultasi dan Advokasi 9 1455
389 Kepala} Sup Dir'ektorat Tenaga Kerja sosial Masyarakat dan 12 2115
Organisasi Sosial
390 | Kepala Seksi Kerja Kesejahteraan Sosial Masyarakat 9 1455
391 | Kepala Seksi Organisasi Sosial 9 1455
392 | Kepala Sub Direktorat Kemitraan Dunia Usaha 12 2115
393 | Kepala Seksi Kerjasama 9 1455
394 | Kepala Seksi Bimbingan Sosial Dunia Usaha 9 1455
395 | Kepala Sub Direktorat Karang Taruna 12 2115
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
396 | Kepala Seksi Kelembagaan Karang Taruna 9 1455
397 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas 9 1455
398 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
399 | Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 15 3230
400 | Kepala Sub Direktorat Persiapan Pemberdayaan 12 2115
401 | Kepala Seksi Identifikasi 9 1455
402 | Kepala Seksi Analisis 9 1455
403 Kepala.Sub Direktorat Pemberdayaan Sumber Daya 12 2115
Manusia
404 | Kepala Seksi Pemberdayaan SDM KAT 9 1455
405 | Kepala Seksi Pemberdayaan Pendamping Sosial KAT 9 1455
406 Kepala. Sub Direktorat Penggalian dan Pengembangan 12 2115
Potensi
407 K.epala Seksi Penggalian Potensi Sosbud, Ekonomi dan 9 1455
Lingkungan
408 K.epala Seksi Pengembangan Potensi Sosbud, Ekonomi dan 9 1455
Lingkungan
409 Kepala Sub Direktorat Kgserasian dan Penguatan 12 2115
Komunitas Adat Terpencil
410 | Kepala Seksi Keserasian Sosial 1455
411 | Kepala Seksi Penguatan Sosial 1455
4192 Kepala Sub Direktorat Kerjasama Kelembagaan, Evaluasi 12 2115
dan Pelaporan
413 | Kepala Seksi Kerjasama dan Kelembagaan 9 1455
414 | Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan 9 1455
415 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
416 | Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 15 3230
417 | Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Analisis 12 2115
418 | Kepala Seksi Identifikasi 9 1455
419 | Kepala Seksi Analisis 9 1455
420 | Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas 12 2115
421 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM 9 1455
422 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Usaha 9 1455
493 Kepala Sub Direktorat Penataan Sosial Lingkungan 12 2115
Kumuh
424 | Kepala Seksi Bimbingan Sosial 9 1455
425 | Kepala Seksi Pengembangan Lingkungan Sosial 9 1455
496 Kepala} Sub Direktorat Advokasi Sosial dan Pengembangan 12 2115
Aksesibilitas
427 | Kepala Seksi Advokasi Sosial 9 1455
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

428 | Kepala Seksi Pengembangan Aksesibilitas 9 1455
429 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
430 | Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan 15 3230
431 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
432 | Kepala Subdit Advokasi dan Pengembangan Aksesibilitas 12 2115
433 | Kepala Seksi Advokasi 9 1455
434 | Kepala Seksi Pengembangan Aksesibilitas 9 1455
435 | Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis 12 2115
436 | Kepala Seksi Analisis 9 1455
437 | Kepala Seksi Identifikasi 9 1455
438 | Kepala Subdirektorat Penataan Sosial Lingkungan Kumuh 12 2115
439 | Kepala Seksi Pengembangan Lingkungan Sosial 9 1455
440 | Kepala Seksi Bimbingan Sosial 9 1455
441 | Kepala Subdirektorat Pengembangan kapasitas 12 2115
442 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM 9 1455
443 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Usaha 9 1455
444 ]SD(i)rseil;icur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan 15 39230
445 Kepala Subdit Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga 12 2115

Pahlawan Perintis Kemerdekaan
446 | Kepala Seksi Penghargaan 9 1455
447 | Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan 9

Perintis Kemerdekaan 1455
448 Kepalg Subdit Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan 12 2115

Perintisan
449 Kepalg S.eksi Identifikasi Nilai Kepahlawanan dan 9 1455

Keperintisan
450 Kepalg S.eksi Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan dan 9 1455

Keperintisan
451 | Kepala Subdit Pengembangan Kesetiakawanan Sosial 12 2115
452 | Kepala Seksi Penggalian Nilai 9 1455
453 | Kepala Seksi Pelestarian Nilai 9 1455
454 | Kepala Subdit Pengelolaan TMP dan MPN 12 2115
455 | Kepala Seksi Pengelolaan TMPN Utama 9 1455
456 | Kepala Seksi Standardisasi TMP dan MPN 9 1455
457 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
458 | Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 17 4250
459 | Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 15 3230
460 | Kepala Bagian Umum 12 2115
461 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
462 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9 1455
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KELAS NILAI
NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
463 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 9 1455
464 | Kepala Bagian Keuangan 12 2115
465 | Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan 9 1455
466 | Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Gaji 9 1455
467 | Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 9 1455
468 | Kepala Bagian Program dan Pelaporan 12 2115
469 | Kepala Subbagian Program 9 1455
470 | Kepala Subbagian Pemantauan 9 1455
471 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
472 | Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas 12 2115
473 | Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 9 1455
474 | Kepala Subbagian Hukum 9 1455
475 | Kepala Subbagian Humas 9 1455
476 | Direktur Kesejahteraan Sosial Anak 15 3230
477 | Kasubdit Kessos Anak Balita 12 2115
478 | Kasi Pengangkatan Anak 9 1455
479 | Kasi Pengasuhan Anak Balita 9 1455
480 | Kasubdit Kessos Anak Terlantar 12 2115
481 | Kasi Pengasuhan Anak Dalam Keluarga 9 1455
482 | Kasi Pengasuhan Anak Dalam Lembaga 9 1455
483 | Kasubdit Kessos Anak Berhadapan Dengan Hukum 12 2115
Kasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak
484 Berhadapan Dégngan Hukum 0 1455
485 | Kasi Pengembangan Remaja 9 1455
486 | Kasubdit Kessos Anak Dengan Kecacatan 12 2115
487 | Kasi Kelembagaan dan Penguatan Keluarga 9 1455
488 | Kasi Aksesibilitas Anak Dengan Kecacatan 9 1455
489 Kasubdit Kessos Anak Yang Membutuhkan Perlindungan 12 2115
Khusus
490 | Kasi Kelembagaan dan Perlindungan Anak 9 1455
491 | Kasi Advokasi dan Perlindungan Khusus 9 1455
492 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
493 | Direktur Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 15 3230
494 Kepala Subdit Rehabilitasi Orang dengan Kecacatan Tubuh 12 2115
dan Bekas Penderita Penyakit Kronis
495 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 9 1455
496 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti 9 1455
497 Kepala Subdit Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 12 2115
Netra dan Rungu Wicara
498 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 9 1455
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499 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti 9 1455

500 Kepala Subdit Rehgbili.tasi Sosial Orang dengan Kecacatan 12 2115
Mental dan Eks Psikotik

501 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 9 1455

502 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti 9 1455

503 | Kepala Subdit Kelembagaan dan Advokasi Sosial 12 2115

504 | Kepala Seksi Kelembagaan 9 1455

505 | Kepala Seksi Advokasi Sosial 9 1455

506 | Kepala Subdit Asistensi dan Pemeliharaan Kesos 12 2115

507 | Kepala Seksi Asistensi Sosial 9 1455

508 | Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kesejahteraan Sosial 9 1455

509 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455

510 | Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 15 3230

511 Kasubdit Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan 12 2115
Pemulung

512 | Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 9 1455

513 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemulung 9 1455

514 Kasqbdit Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban 12 2115
Traffiking Perempuan

515 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila 1455

516 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Traffiking 9 1455
Perempuan
Kasubdit Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan

517 12 2115
Lembaga Pemasyarakatan

518 | Kepala Seksi Penyiapan Rehabilitasi Sosial BWBLP 9 1455

519 | Kepala Seksi Reintegrasi Sosial BWBLP 9 1455

520 Kasubdit Pel_ayar_lan Sosial Orang Dengan HIV/AIDS dan 12 2115
Kelompok Minoritas

521 | Kepala Seksi Pelayanan Sosial Orang Dengan HIV/AIDS 9 1455

522 | Kepala Seksi Pelayanan Sosial Kelompok Minoritas 9 1455

523 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455

504 Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 15 3230
NAPZA

525 | Kepala Subdit Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA 12 2115
Kepala Seksi Bimbingan Teknis Pencegahan

526 Pegyalahgunaan NAPZ?ZA i K 1455

507 Kepala Seksi Pengembangan Peran Masyarakat dalam 9 1455
Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

508 Kepala Subdit Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 12 2115
NAPZA

599 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 9 1455

NAPZA Dalam Institusi
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Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyelahgunaan
530 NAII)DZA Luar Institusi Y i K 1455
531 | Kepala Subdit Pengembangan dan Pembinaan Lanjut 12 2115
Kepala Seksi Pengembangan Bekas Korban
532 Perrl)yalahgunaan ig\IAPZA © 9 1455
Kepala Seksi Pembinaan Lanjut Bekas Korban
533 Pegyalahgunaan NAPZA : 9 1455
534 Kepgla Subdit Kelembagaan, Perlindungan dan Advokasi 12 2115
Sosial
535 | Kepala Seksi Kelembagaan Penanggulangan NAPZA 9 1455
536 Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Sosial 1455
Penanggulangan NAPZA
537 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
538 | Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia 15 3230
539 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
540 | Kepala Subdirektorat Evaluasi, Pemantauan dan Evaluasi 12 2115
541 | Kepala Seksi Standardisasi 9 1455
542 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
543 g:l:ﬁtaila Subdirektorat Pelayanan Sosial Dalam dan Luar 12 2115
544 | Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dalam Panti 9 1455
545 | Kepala Seksi Pelayanan Sosial Luar Panti 9 1455
546 | Kepala Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan 12 2115
547 | Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan 9 1455
548 | Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan 9 1455
549 Kepala Subdirektorat Advokasi Sosial dan Pelayanan Sosial 12 2115
Kedaruratan
550 | Kepala Seksi Advokasi Sosial 9 1455
551 | Kepala Seksi Pelayanan Sosial Kedaruratan 9 1455
552 | Kepala BBRVBD Cibinong 14 2905
553 | Kepala Bagian Tata Usaha 12 2115
554 | Kepala Subbagian Kepegawaian 9 1455
555 | Kepala Subbagian Keuangan 9 1455
556 | Kepala Subbagian Umum 9 1455
557 | Kepala Bidang Pelatihan 12 2115
558 | Kepala Seksi Perencana Program dan Evaluasi Pelatihan 9 1455
559 Kepala. .Sek.si Pelatihan Keterampilan Alat Bantu 9 1455
Rehabilitasi
560 | Kepala Seksi Pelatihan Keterampilan Umum 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
561 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 12 2115
562 | Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Vokasional 9 1455
563 | Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Instruktur 9 1455
Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Data Litbang
564 . . . 9 1455
Resosialisasi dan pembinaan Lanjut

565 | Kepala Bidang Rehabilitasi Vokasional 12 2115
566 | Kepala Seksi Pelatihan Vokasional 9 1455
567 | Kepala Seksi Perencana dan Evaluasi Program 9 1455
568 | Kepala Seksi Resosialisasi dan Bimbingan Lanjut 9 1455
569 | Kepala BBRSBG Kartini Temanggung 14 2905
570 | Kepala Bagian Tata Usaha (Balai) 11 1988
571 | Kasubbag Keuangan 9 1455
572 | Kasubbag Kepegawaian 9 1455
573 | Kasubbag Umum 9 1455
574 | Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial 11 1988
575 | Kepala Seksi Program 9 1455
576 | Kepala Seksi Advokasi 9 1455
577 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 1455
578 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 1988
579 | Kepala Seksi Identifikasi 9 1455
580 | Kepala Seksi Bimbingan Sosial 9 1455
581 | Kepala Seksi Bimbingan Keterampilan 9 1455
582 | Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut 11 1988
583 | Kepala Seksi Bimbingan Lanjut 9 1455
584 | Kepala Seksi Kerjasama 9 1455
585 | Kepala Seksi Penyaluran 9 1455
586 | Kepala BBRSBD SURAKARTA 14 2905
587 | Kepala Bagian Tata Usaha (Balai) 11 1988
588 | Kepala Subbagian Kepegawaian 9 1455
589 | Kepala Subbagian Keuangan 9 1455
590 | Kepala Subbagian Umum 9 1455
591 | Kepala Bidang Penyaluran dan Bimbingan Lanjut 11 1988
592 | Kepala Seksi Bimbingan Lanjut 9 1455
593 | Kepala Seksi Kerjasama 9 1455
594 | Kepala Seksi Penyaluran 9 1455
595 | Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial 11 1988
596 | Kepala Seksi Program 9 1455
597 | Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan 9 1455
598 | Kepala Seksi Advokasi 9 1455
599 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 1988
600 | Kepala Seksi Identifikasi 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

601 | Kepala Seksi Bimbingan Keterampilan 9 1455
602 | Kepala Seksi Bimbingan Sosial 9 1455
603 | Kepala BPBI Bandung 13 2580
604 | Kepala Subbag Tata Usaha 9 1455
605 | Kepala Seksi Percetakan dan Penerbitan 9 1455
606 | Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan 9 1455
607 | Kepala Seksi Program 9 1455
608 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9 1455
609 | Kepala PSBN Wyata Guna 13 2580
610 | Kepala Seksi PAS 9 1455
611 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
612 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
613 | Kepala PSBN Tan Miyat 13 2580
614 | Kepala Seksi PAS 9 1455
615 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
616 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
617 | Kepala PSBN Mahatmiya 13 2580
618 | Kepala Seksi PAS 9 1455
619 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
620 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
621 | Kepala PSBN To Mou Tou 13 2580
622 | Kepala Seksi PAS 9 1455
623 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
624 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
625 | Kepala PSBD BudiPerkasa 13 2580
626 | Kepala Seksi PAS 9 1455
627 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
628 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
629 | Kepala Panti PSBD Wirajaya 13 2580
630 | Kepala Seksi PAS 9 1455
631 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
632 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
633 | Kepala PSBG Ciung Wanara 13 2580
634 | Kepala Seksi PAS 9 1455
635 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
636 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
637 | Kepala PSBG Nipotowe 13 2580
638 | Kepala Seksi PAS 9 1455
639 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
640 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

641 | Kepala Panti PSBL Darma Guna 13 2580
642 | Kepala Seksi PAS 9 1455
643 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
644 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
645 | Kepala Panti PSBL Budi Luhur 13 2580
646 | Kepala Seksi PAS 9 1455
647 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
648 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
649 | Kepala Panti PSBL Phala Marta 13 2580
650 | Kepala Seksi PAS 9 1455
651 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
652 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
653 | Kepala Panti PSBRW Melati 13 2580
654 | Kepala Seksi PAS 9 1455
655 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
656 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
657 | Kepala PSBRW EFATA 13 2580
658 | Kasubbag Tata Usaha 9 1455
659 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
660 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
661 | Kepala Panti PSBLK Ternate 13 2580
662 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
663 | Kepala Seksi PAS 9 1455
664 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
665 | Kepala PSBR Bambu Apus 13 2580
666 | Kasubbag Tata Usaha 9 1455
667 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
668 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
669 | Kepala PSMP Handayani 13 2580
670 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
671 | Kepala Seksi PAS 9 1455
672 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
673 | Kepala PSMP Paramita Mataram 13 2580
674 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
675 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
676 | Kepala Seksi Program & Advokasi Sosial 9 1455
677 | Kepala PSMP ANTASENA 13 2580
678 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
679 | Kepala Seksi PAS 9 1455
680 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
681 | Kepala PSMP Todopuli 13 2580
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

682 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
683 | Kepala Seksi PAS 9 1455
684 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
685 | Kepala PSBK Pangudi Luhur 13 2580
686 | Kepala Seksi PAS 9 1455
687 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
688 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
689 | Kepala Panti PSKW 13 2580
690 | Kepala Seksi PAS 9 1455
691 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
692 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
693 | Kepala Panti PSPP Galih Pakuan 13 2580
694 | Kepala Seksi PAS 9 1455
695 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
696 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
697 | Kepala PSPP Insyaf 13 2580
698 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
699 | Kepala Seksi PAS 9 1455
700 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
701 | Kepala PSPA Satria 13 2580
702 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
703 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
704 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
705 | Kepala PSAA Alyatama Jambi 13 2580
706 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
707 | Kasi Rehsos 9 1455
708 | Kasi PAS 9 1455
709 | Kepala PSAA Tunas Bangsa 13 2580
710 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1455
711 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
712 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
713 | Kepala PSTW Budi Dharma 13 2580
714 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
715 | Kepala Seksi PAS 9 1455
716 | Kepala Seksi Rehsos 9 1455
717 | Kepala PSTW Gau ma baji 13 2580
718 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
719 | Kasi Rehsos 9 1455
720 | Kasi PAS 9 1455
721 | Kepala PSBD Bahagia Medan 13 2580
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KELAS NILAI

NO NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

722 | Kepala Seksi PAS 9 1455
723 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
724 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1455
725 | Kepala Seksi Penyaluran dan Bimbingan Lanjut 9 1455
726 | Kepala PSBR Rumbai 13 2580
727 | Kasubbag Tata Usaha 9 1455
728 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
729 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
730 | Kepala PSBR Naibonat 13 2580
731 | Kasubbag Tata Usaha 9 1455
732 | Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial 9 1455
733 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 9 1455
734 | Kepala PSAA Darussa'adah Aceh 10 1825
735 | Kepala Urusan Tata Usaha 8 1320
736 | Kepala Subseksi Pelayanan Sosial Asuhan Anak 8 1320
737 | Kepala Subseksi Rehabilitasi & Perlindungan Sosial 8 1320
738 | Kepala PSBRW Meohai Kendari 10 1825
739 | Kepala Urusan Tata Usaha 8 1320
740 | Kepala Subseksi Program & Advokasi Sosial 8 1320
741 | Kepala Subseksi Rehabilitasi Sosial 8 1320
742 | Kepala PSTW Minaula Kendari 10 1825
743 | Kepala Urusan Tata Usaha 8 1320
744 | Kepala Subseksi Program & Advokasi Sosial 8 1320
745 | Kepala Subseksi Pelayanan Sosial 8 1320

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI
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LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Desember 2013

TENTANG : KELAS DAN NILAI
JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN

KEMENTERIAN SOSIAL.

KELAS DAN NILAI JABATAN STAF AHLI MENTERI

KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
1 Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial 16 3765
9 Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Masyarakat 16 3765
3 Staf Ahli Menteri Bidang Integrasi Sosial 16 3765
4 Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah 16 3765
Staf Ahli Menteri Bidang Potensi dan Sumber
. : 16 3765
S | Kesejahteraan Sosial

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI
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LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2013
TANGGAL 23 Desember 2013
TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN

PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL.

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN
1 2 3 4
1 | Analis Kepegawaian Pelaksana 6 740
Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7 1005
Analis Kepegawaian Penyelia 8 1230
Analis Kepegawaian Pertama 8 1280
Analis Kepegawaian Muda 9 1355
Analis Kepegawaian Madya 11 1930
2 | Analis Kebijakan Pertama 8 1280
Analis Kebijakan Muda 9 1355
Analis Kebijakan Madya 11 1930
3 | Arsiparis Pelaksana 6 740
Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7 1005
Arsiparis Penyelia 8 1230
Arsiparis Pertama 8 1280
Arsiparis Muda 9 1355
Arsiparis Madya 11 1930
4 | Auditor Pelaksana 6 740
Auditor Pelaksana Lanjutan 7 1005
Auditor Penyelia 8 1230
Auditor Pertama 8 1280
Auditor Muda 9 1355
Auditor Madya 11 1930
5 | Dokter Umum 9 1355
6 | Dokter Gigi 9 1355
7 | Instruktur Pelaksana 6 740
Instruktur Pelaksana Lanjutan 7 1005
Instruktur Penyelia 8 1230
Instruktur Pertama 8 1280
8 | Fisioterapis Pelaksana 6 740
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 7 1005
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
Fisioterapis Penyelia 8 1230
9 | Penerjemah Pertama 8 1280
Penerjemah Muda 9 1355
10 | Peneliti Pertama 8 1280
Peneliti Muda 9 1355
Peneliti Madya 11 1930
Peneliti Utama 13 2485
11 | Pekerja Sosial Pelaksana Pemula S 490
Pekerja Sosial Pelaksana 6 740
Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan 7 1005
Pekerja Sosial Penyelia 8 1230
Pekerja Sosial Pertama 8 1280
Pekerja Sosial Muda 9 1355
Pekerja Sosial Madya 11 1930
12 | Okupasi Terapis Pelaksana 6 740
Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan 7 1005
Okupasi Terapis Penyelia 8 1230
13 | Ortotis Prostesis Pelaksana 6 740
Ortotis Prostesis Pelaksana Lanjutan 7 1005
Ortotis Prostesis Penyelia 8 1230
14 | Terapis Wicara Pelaksana 6 740
Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan 7 1005
Terapis Wicara Penyelia 8 1230
15 | Teknisi Litkayasa Pelaksana 6 740
Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan 7 1005
Teknisi Litkayasa Penyelia 8 1230
16 | Perancang Peraturan Perundang-undangan 8 1280
Pertama
Perancang Peraturan Perundang-undangan 9 1355
Muda
Perancang Peraturan Perundang-undangan 11 1930
Madya
17 | Perawat Pelaksana Pemula 5 490
Perawat Pelaksana 6 740
Perawat Pelaksana Lanjutan 7 1005
Perawat Penyelia 8 1230
18 | Perawat Gigi Pelaksana Pemula 5 490
Perawat Gigi Pelaksana 6 740
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 7 1005
Perawat Gigi Penyelia 8 1230
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
19 | Perencana Pertama 8 1280
Perencana Muda 9 1355
Perencana Madya 11 1930
20 | Statistisi Pelaksana Pemula 5 490
Statistisi Pelaksana 6 740
Statistisi Pelaksana Lanjutan 7 1005
Statistisi Penyelia 8 1230
Statistisi Pertama 8 1280
Statistisi Muda 9 1355
21 | Penyuluh Sosial Pertama 8 1280
Penyuluh Sosial Muda 9 1355
Penyuluh Sosial Madya 11 1930
99 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 5 490
Pemula
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 740
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana
Lanjutan 7 1005
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 1230
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 8 1280
Pranata Hubungan Masyarakat Muda 9 1355
Pranata Hubungan Masyarakat Madya 11 1930
23 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula S5 490
Pranata Komputer Pelaksana 6 740
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7 1005
Pranata Komputer Penyelia 8 1230
Pranata Komputer Pertama 8 1280
Pranata Komputer Muda 9 1355
Pranata Komputer Madya 11 1930
24 | Pustakawan Pelaksana 6 740
Pustakawan Pelaksana Lanjutan 7 1005
Pustakawan Penyelia 8 1230
Pustakawan Pertama 8 1280
Pustakawan Muda 9 1355
Pustakawan Madya 11 1930
25 | Widyaiswara Pertama 8 1280
Widyaiswara Muda 9 1355
Widyaiswara Madya 11 1930
Widyaiswara Utama 13 2485
26 | Lektor Kepala 13 2580
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
Lektor 11 1960
Asisten 9 1355
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI

SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

25 TAHUN 2013
23 Desember 2013

KELAS DAN NILAI
JABATAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN

KEMENTERIAN SOSIAL.

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO. NAMA JABATAN J ./i{BI:: i’? ASN J Al]\;%éiN

1 2 3 4

1 | Bendahara Penerimaan 7 890
2 | Bendahara Pengeluaran 7 890
3 | Editor Huruf Braille dan Buku Bicara 7 890
4 | Koordinator Instalasi Bahasa 7 890
S | Koordinator Instalasi Media Pembelajaran 7 890
6 | Koordinator Instalasi Pend. Agama 7 890
7 | Koordinator Instalasi Penerbitan 7 890
8 | Koordinator Instalasi Perpustakaan 7 890
9 | Koordinator Instalasi Teknologi Informasi 7 890
10 | Pembimbing Agama 7 890
11 | pembimbing Psikologis 7 890
12 Pen'elaah Bahan Perijinan Sumber Dana Bantuan ” 890

Sosial
13 | Penelaah Data & Bahan Pimpinan 7 890
14 | penelaah Laporan Pemeriksaan 7 890
15 | Penelaah Sarana Kebutuhan Pengadilan 7 890
16 | Pengalih Huruf Brille dan Pengisi Suara Buku Bicara 7 890
17 Penge_malis_is Bahan Tuntutan Perbendaharaan & - 890
Ganti Rugi

18 | Penganalisis Formasi Pegawai 7 890
19 | Penganalisis Gaji Pegawai 7 890
20 | Penganalisis Kebencanaan 7 890
21 | Penganalisis Kebutuhan Diklat 7 890
22 | Penganalisis Kebutuhan Logistik Kebencanaan 7 890
23 | Penganalisis Organisasi 7 890
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
24 | Penganalisis Pemberdayaan Komunitas Adat
. 7 890
Terpencil
25 | Penganalisis Pemberhentian & Pensiun Pegawai 7 890
26 | Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai 7 890
27 | Penganalisis Tatalaksana 7 890
28 | Pengelola Administrasi Pengajaran 7 890
29 | Pengelola Pengadaan Barang & Jasa 7 890
30 | Pengelola Praktikum Mahasiswa 7 890
31 | Pengelola Urusan Kemahasiswaan dan Alumni 7 890
32 | Pengevaluasi Program dan Kegiatan 7 890
33 | Penilai Kompetensi Pegawai 7 890
34 | Penyiap Bahan Advokasi Korban Bencana Alam 7 890
35 | Penyiap Bahan Advokasi Korban Bencana Sosial 7 890
36 | Penyiap Bahan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan - 890
Sosial
37 | Penyiap Bahan Analisis Kebijakan Pemberdayaan - 890
Sosial & Penangulangan Kemiskinan
38 | Penyiap Bahan Analisis Kebijakan Perlindungan &
. : 7 890
Jaminan Sosial
39 | Penyiap Bahan Analisis Kebijakan Rehabilitasi
X 7 890
Sosial
40 | Penyiap Bahan Analisis Kebutuhan Penelitian Sosial 7 890
41 | Penyiap Bahan Bantuan Darurat Korban Bencana - 890
Alam
42 | Penyiap Bahan Bantuan Darurat Korban Bencana 7 890
Sosial
43 | Penyiap Bahan Bimbingan Sosial 7 890
44 | Penyiap Bahan Bimbingan Sosial Kemitraan Dunia
7 890
Usaha
45 | Penyiap Bahan Hubungan Antar Lembaga 7 890
46 | Penyiap Bahan Inventarisasi & Penghapusan BMN 7 890
47 | Penyiap Bahan Kebutuhan & Materi Penyuluhan
X 7 890
Sosial
48 | Penyiap Bahan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
- 7 890
dan Perintis Kemerdekaan
49 | Penyiap Bahan Koordinasi Program dan Anggaran 7 890
50 Penyiap Bahan Pelatihan Keterampilan 7 890
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
51 | Penyiap Bahan Pelatihan Vokasional 7 890
52 Penyiap Bahan Pemantauan 7 890
53 | Penyiap Bahan Pemantauan Sumber Dana Bantuan
X 7 890
Sosial
54 Penyiap Bahan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 7 390
Pengawasan
55 | Penyiap Bahan Pemulangan & Reintegrasi Sosial 7 890
56 | Penyiap bahan Pengamanan 7 890
Penyiap Bahan Pengelolaan Barang Sumber Dana
57 . 7 890
Bantuan Sosial
58 | Penyiap Bahan Pengelolaan TMPN 7 890
59 | Penyiap Bahan Pengembangan Kapasitas SDM 7 890
60 Penyiap Bahe}n Pengumpulan Sumber Dana 7 890
Bantuan Sosial
Penyiap Bahan Penghargaan Kepahlawanan &
61 L 7 890
Keperintisan
62 | Penyiap Bahan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial 7 890
63 Penylap Bahan Peningkatan Kapasitas Penyuluh - 890
Sosial
64 Penyiap Bahan Penjamin Mutu, Evaluasi dan 7 890
Pelaporan
65 | Penyiap bahan penyelenggaraan Diklat 7 890
66 | Penyiap Bahan Program & Anggaran Daerah 7 890
67 | Penyiap Bahan Program & Anggaran Generik 7 890
68 | Penyiap Bahan Program Anggaran Teknis 7 890
69 Penyiap Bahan Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional - 390
& TKS
70 | Penyiap Bahan Standarisasi Mutu Bacaan Braille 7 890
71 Penyiap Bahan Urusan Dalam dan Pelayanan - 390
Kesehatan
72 | Penyiap Bahan Verifikasi dan Akuntansi 7 890
73 | Penyidik PNS (PPNS) 7 890
74 | Penyusun Bahan Advokasi Sosial 7 890
75 Penyusun Bahan Aksesibilitas Anak Dengan - 890
Kecacatan
76 Penyusun Bahan Analisis Kebutuhan dan ” 890

Pengadaan
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4

7 Peny}lsgn Bahan Analisis Penanggulangan - 890
Kemiskinan

78 | Penyusun Bahan Asistensi Keluarga 7 890

79 | Penyusun Bahan Asistensi Sosial 7 890

30 Penyusun Bahan Bimbingan Kesejahteraan Sosial 7 390
Keluarga

81 Penyusun Bahan Bimbingan Sumber Dana Bantuan ” 890
Sosial

892 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Pencegahan 7 890
Penyalahgunaan NAPZA

83 | Penyusun Bahan Diseminasi 7 890

84 | Penyusun Bahan Evaluasi & Pelaporan 7 890

85 Penyusgn Bahan Identifikasi Komunitas Adat - 890
Terpencil
Penyusun Bahan Identifikasi Nilai Kepahlawanan

86 . 7 890
dan Keperintisan

87 Penygsgn Bahan Identifikasi Penanggulangan ~ 890
Kemiskinan

88 | Penyusun Bahan Informasi dan Advokasi 7 890

89 | Penyusun Bahan Kelembagaan 7 890

90 | Penyusun Bahan Kerjasama 7 890

91 | Penyusun Bahan Keserasian Sosial 7 890

92 | Penyusun Bahan Konsultasi dan Advokasi Keluarga 7 890

93 Pe;nyusun Bahan Naskah Buku Braille dan Buku ” 390
Bicara

94 Penyusun Bahan Pelayanan Informasi Kesejahteraan ” 390
Sosial

95 | Penyusun Bahan Pelayanan Sosial 7 890
Penyusun Bahan Pelestarian Nilai-Nilai

96 . 7 890
Kepahlawanan & Keperintisan

97 | Penyusun Bahan Pemberdayaan Organisasi Sosial 7 890

98 Penyusun Bahan Pemberdayaan Pendamping Sosial 7 890
KAT

99 | Penyusun Bahan Pemberdayaan Perempuan 7 890

100 | Penyusun Bahan Pemberdayaan SDM KAT 7 890

101 Penyusun Bahan Pemberdayaan Tenaga - 390

Kesejahteraan Sosial Masyarakat
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KELAS NILAI
NO. NAMA JABATAN JABATAN | JABATAN
1 2 3 4
102 Penyusun Bahan Pembinaan Lanjut Bekas Korban - 390
Penyalahgunaan NAPZA
103 | Penyusun Bahan Pemeliharaan BMN 7 890
104 | Penyusun Bahan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial 7 890
Penyusun Bahan Pendampingan Bantuan Langsung
105 . . 7 890
& Tunjangan Berkelanjutan
Penyusun Bahan Pendayagunaan Nilai
106 o 7 890
Kepahlawanan dan Keperintisan
107 | Penyusun Bahan Pengangkatan Anak 7 890
108 | Penyusun Bahan Pengasuhan Anak 7 890
109 | Penyusun Bahan Pengelolaan Premi Askessos 7 890
110 | Penyusun Bahan Pengembangan Aksesibilitas 7 890
111 Penyusun Bahan Pengembangan Bekas Korban 7 890
Penyalahgunaan NAPZA
112 Penyusun Bahan Pengembangan Kapasitas Lembaga ” 890
Sosial
113 Penyusuljl than Pengembangan Kapasitas Usaha - 390
Warga Miskin
114 | Penyusun Bahan Pengembangan Lingkungan Sosial 7 890
115 Penyusun Bahan Pengembangan Masyarakat Dlm - 890
Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA
Penyusun Bahan Pengembangan Potensi Sos.Bud.
116 . ) 7 890
Ekonomi dan lingkungan
117 | Penyusun Bahan Pengembangan Remaja 7 890
Penyusun Bahan Penggalian Nilai-Nilai
118 . 7 890
Kepahlawanan & Keperintisan
Penyusun Bahan Penggalian Potensi Sosbud, 7 890
119 | Ekonomi dan Lingkungan
120 | Penyusun Bahan Penguatan Keluarga 7 890
121 | Penyusun Bahan Penguatan Sosial 7 890
122 | Penyusun Bahan Penguatan Sumber Daya 7 890
Penyusun Bahan Penyaluran Bantuan Langsung &
123 4 . 7 890
Tunjangan Berkelanjutan
124 | Penyusun Bahan Penyimpanan dan Distribusi 7 890
125 Penygsun Bahan Perencanaan Program & Evaluasi 7 890
Pelatihan
126 | Penyusun Bahan Perlindungan dan Advokasi Sosial 7 890
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127 | Penyusun Bahan Perlindungan Sosial Anak 7 890
128 | Penyusun Bahan Identifikasi & Verifikasi PNBP 7 890
129 | Penyusun Bahan Produk Hukum 7 890
130 | Penyusun Bahan Pemulihan Sosial 7 890
131 | Penyusun Bahan Rehabilitasi Sosial 7 890
132 | Penyusun Bahan Reintegrasi Sosial 7 890
133 | Penyusun Bahan Analisis & Tatalaksana Keuangan 7 890
134 | Penyusun Bahan Seleksi Peserta Jaminan Sosial 7 890
135 EZEﬁtSEZiEahan Standardisasi Pelayanan Sosial 7 890
136 EZI;{EZEHS]S;};?H Standardisasi Sumber Dana 7 890
137 Penyusun Bahan Standardisasi Taman Makam 7 890

Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional
138 | Penyusun Bahan Verifikasi Peserta Jaminan Sosial 7 890
139 | Penyusun Laporan Akuntabilitas 7 890
140 ngg;)srzg Laporan Hasil Pemantauan Evaluasi & 7 890
141 | Penyusun Laporan Pengelolaan Inventaris 7 890
142 | Penyusun Rencana Program Diklat 7 890
143 | Penata Laporan BMN & Barang Persediaan 6 690
144 | Penata Laporan Keuangan 6 690
145 | Pengelola Asrama Diklat 6 690
146 | Pengelola Barang Sumber Dana Bantuan Sosial 6 690
147 | Pengelola Gudang 6 690
148 | Pengelola Ins Lab Sosial dan Media 6 690
149 | Pengelola Inst. Lab Praktikum Profesi Peksos 6 690
150 | Pengelola Instalasi Data dan Informasi 6 690
151 | Pengelola Instalasi Perpustakaan 6 690
152 | Pengelola Wisma 6 690
153 | Pengolah Basis Data Diklat Pegawai 6 690
154 | Pengolah Bahan Kerjasama 6 690
155 | Pengolah Bahan Kesiapsiagaan 6 690
156 | Pengolah Bahan Mitigasi 6 690
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157 | Pengolah Bahan Pemeriksaan 6 690
158 | Pengolah Bahan Pemulihan Sosial 6 690
159 Pengolah Bahan Penyidikan Pengumpulgn dan 6 690

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
160 | Pengolah Bahan Persiapan Perlindungan KTKPM 6 690
161 | Pengolah Bahan Publikasi dan Informasi 6 690
162 | Pengolah Bahan Resosialisasi & Bimbingan Lanjutan 6 690
163 | Pengolah Data Bantuan Kedaruratan 6 690
164 | Pengolah Data Formasi & Pengadaan Pegawai 6 690
165 | Pengolah Data Hasil Evaluasi & Pelaporan 6 690
166 ?Z?I)ggrllilill Data Hasil Identifikasi Komunitas Adat 6 690
167 gzggpo;?:nData Hasil Pemantauan Evaluasi & 6 690
168 | Pengolah Data Hasil Pemantauan TLHP Dana Dekon 6 690
169 glelrsl’i(slah Data Hasil Pemantauan TLHP UPT dan 6 690
170 | Pengolah data Inventarisasi & Penghapusan BMN 6 690
171 | Pengolah Data Kebutuhan Logistik Bencana 6 690
172 | Pengolah Data Kelembagaan 6 690
173 | Pengolah Data Kependidikan 6 690
174 | Pengolah Data Kesejahteraan Pegawai 6 690
175 | Pengolah Data Keserasian Sosial 6 690
176 | Pengolah Data Ketatalaksanaan 6 690
177 | Pengolah Data LHKPN 6 690
178 | Pengolah Data Organisasi 6 690
179 | Pengolah Data Organisasi Sosial 6 690
180 Pengolah Data Pemantauan Sumber Dana Bantuan 6 690

Sosial
181 f’rf;%?llﬁlgn]?ata Penelitian & Pengembangan 6 690
152 | Fepeelah Dote Penlfian & Pengembangan o | o
183 Pengo}al'.l Dgta Penelitiap & Pengembangan 6 690

Resosialisasi dan Pembinaan Lanjut
184 | Pengolah Data Pengelolaan Premi Askessos 6 690
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185 | Pengolah Data Pengembangan Karir 6 690
186 | Pengolah Data Penguatan Sosial 6 690
187 | Pengolah Data Penguatan Sumber Daya 6 690
188 Pengolah Data Pengumpulan Sumber Dana Bantuan 6 690

Sosial
189 | Pengolah Data Penyaluran BLT Berkelanjutan 6 690
190 Pengolah Data Perizinan Sumber Dana Bantuan 6 690

Sosial
191 | Pengolah Data PNBP 6 690
192 | Pengolah Data Reintegrasi Sosial 6 690
193 Eﬁ‘r}l{g}?ﬁh Data Standardisasi Perlindungan Sosial 6 690
194 Pengolah Data Standardisasi Sumber Dana Bantuan 6 690

Sosial
195 | Pengolah Data Tenaga Kesejahteraan Sosial 6 690
196 gzrgolah Data Tuntutan Perbendaharaan & Ganti 6 690
197 | Pengolah Hasil Pemantauan Program 6 690
198 | Penyaji Data Kesejahteraan Sosial 6 690
199 | Verifikator Keuangan 6 690
200 | Juru Bayar S 490
201 | Pelaksana Urusan Kerjasama Diklat S 490
202 | Pemroses Mutasi Kepegawaian S 490
203 | Penata Dokumentasi S 490
204 | Penata Gizi 5 490
205 | Penata Usaha S 490
206 | Penatausaha Formasi dan Pengadaan Pegawai S 490
207 | Pengadministrasi Advokasi Sosial S 490
208 | Pengadministrasi Anggaran Belanja Pegawai ) 490
209 | Pengadministrasi Bahan Program S 490
210 | Pengadministrasi Diklat S 490
211 | Pengadministrasi Identifikasi Rehsos S 490
212 | Pengadministrasi Kepegawaian 5 490
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213 | Pengadministrasi Kerjasama 5 490
214 | Pengadministrasi Keuangan 5 490
215 Ezﬁjgsirginistrasi Penyaluran & Bimbingan 5 490
216 | Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial 5 490
217 Ezﬁjgjgrrrlnmstraﬁ Resosialisasi & Bimbingan 5 490
218 | Pengelola Kebutuhan Dasar Mahasiswa 5 490
219 | Penyelenggara Layanan Informasi dan Publikasi 5 490
220 | Petugas Observasi 5 490
221 | Petugas Protokoler S 490
222 | Sekretaris Pimpinan 5 490
223 | Teknisi Bangunan & Instalasi Air 5 490
224 | Teknisi Kelistrikan 5 490
225 | Teknisi Komputer Braille 5 490
226 | Teknisi Mesin Cetak Braille 5 490
227 | Komandan Petugas Pengamanan 4 405
228 | Pengurus TMP dan MPN 4 390
229 | Petugas Percetakan 4 390
230 | Caraka 3 355
231 | Pemelihara Kantor 3 355
232 | Pengemudi 3 355
233 | Petugas Keamanan 3 355
234 | Petugas Pemulasara Jenazah 3 355
235 | Pramu Bakti 3 355
236 | Pramu Pustaka 3 355
237 | Pramu Sandang 3 355
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